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BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentangFaktor-faktor yang mempengaruhi

keberhasilan pengelolaan dana desa bagi pembangunan desa di Desa Ramedue

Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2017 dipengaruhi oleh

adanya Ketaatan regulasi Pengelolaan Dana Desa berupa adanya Perencanaan,

Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta

Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa berupa Pengetahuan dalam mengelola

dana desa  dankeahlian teknis dalam mengelola Dana Desa. Adapun perincian

kesimpulannya sebagai berikut :

6.1.1 Ketatatan Regulasi Pengelolaan Dana Desa

Ketaatan Regulasi Pengelolaan Dana Desa adalah Kepatuhan Aparatur

Desa dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 113

Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan dari berupa Perencanaan,

Pelaksanaan, Penatausahaan serta Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Adapun

rincian kesimpulannya sebagai berikut :

A. Perencanaan Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Proses Perencanaan

Pembangunan di Desa Ramedue sudah berjalan dengan baik sebagaimana

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,
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PeraturanPemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksana Undang-

Undang Nomor 6 tahun 2014 tentangDesa,Permendagri Nomor 43 Tahun 2014

Tentang Pengelolaan Keuangan, Pasal 20Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Keuangan dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi

Nomor 5 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desadimana dalam proses

perencanan pengelolaan keuangan desa sudah melewati 3 proses perencanaan

pembangunan  yaitu adanya RPJMDes (Rencana Kegiatan Pembangunan Desa

untuk jangka waktu 6 tahun), RKPDes (Rencana Pembangunan Tahunan Desa,

merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangkawaktu 1 tahun) dan APBDesa

(Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa , merupakan Rencana tahunan Keuangan

Desa) serta dalam proses perencanaan pembangunan sudah

BadanPermusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa, yang terdiri atastokoh

adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang ada di Desa Ramedue.

B. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Proses Tahap Pelaksanaan

pengelolaan Dana Desa di Desa Ramedue sudah berjalan baik sebagaimana

diamanatkan dalam Pasal 24 Permendagri Nomor 113 tahun 2014 dimana semua

penerimaan dan pengeluaran desa  di Desa Ramedue sudah dilaksanakan melalui

rekening kas desa yang dilengkapi dengan bukti pendukung yang sah seperti

faktur, kwitansi, dan foto barang.
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C. Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Proses

Tahap Penatausahaan pengelolaan Dana Desa di Desa Ramedue sudah berjalan

baik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 35 dan 36Permendagri Nomor 113

Tahun 2014 dimana semua Penatausahaan Keuangan Desa Ramedue dilakukan

oleh Bendahara Desa Ramedue yang tercatatat dalam Buku Kas Umum dan Buku

Kas Desa lewat Bank NTT Cabang Raijua.

D. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwaProses pelaporan dan

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di desa dilaporkan serta kepada

Pemerintah dalam Hal ini Bupati Sabu melalui Camat Hawu Mehara dan Kepada

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ramedue terkait laporan realisasi

pelaksanaan atau penggunaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan

semester pertama (Tahap I) dan  laporan semester akhir tahun (Tahap II)

sebagaimana diamanatkan menurut Pasal 37 dan Pasal 40 Permendagri Nomor 43

Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta kepada masyarakat baik

langsung maupun tidak langsung.Secara langsung, pertanggungjawaban kepada

masyarakat di Desa Ramedue biasanya disampaikan melalui Musyawarah Desa

sebagai forum untuk membahas hal-hal strategis, yang dihadiri BPD dan unsur-

unsur masyarakat lainnyasedangkan secara tidak laporan pertanggungjawaban

disebarluaskan melalui papan Informasi Desa dan baliho
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6.1.2 Kompetensi Aparat Desa

Kompetensi Aparat Desa adalah Kemampuan dan Keahlian Teknis yang

dimiliki oleh Aparatur Desa Ramedue Dalam pengelolaan Dana Desa. Adapun

rincian kesimpulannya sebagai berikut :

A. Pengetahuan Dalam Mengelolah Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa factor pengetahuan aparat

Desa Ramedue yang rata-rata berpendidikan S-1 merupakan kunci utama dalam

keberhasilan pengelolaan dana desa dimana semua aparat sudah memahami proses

pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari perencanaan sampai pelaporan atau

pertanggungjawaban serta adanya kerja sama dari semua elemen yang ada di Desa

Ramedue mulai dari Perangkat Desa sampai masyarakat, tokoh agama dan tokoh

masyarakat.

B. Keahlian teknis dan kemampuan mengelolah dana desa

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Salah satu kunci

pengelolaan dana desa di Desa Ramedue tidak terlepas dari Keahlian Teknis dari

Perangkat Desa berkat adanya kegiatan bimbingan teknis serta pelatihan yang

yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD)

kabupaten Sabu Raijua, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

provinsi NTT dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

provinsi NTT Sehingga dampak nyatanya aparat desa ramedue semakin

dimudahkan dalam menginput data laporan dan pertanggungjawaban menyangkut

Dana Desa.
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6.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas dapat diajukan beberapa saran yaitu :

1. Harapan kedepannya Kepada Pemerintah Desa Ramedue agar menyiapkan

papan Informasi Desa dan baliho yang memuat laporan pertanggungjawaban

Pengelolaan Dana Desa

2. Kedepannya Kepada Pemerintahan Desa Ramedue perlu adanya

penambahan pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa baik yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan Hawu Mehara dan Dinas

Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sabu Raijua

3. Kedepannya tetap mempertahankan Pengelolaan Keuangan Desa yang

baik sebagaimana diamanatkan dalam PermendagriNomor 113 Tahun 2014

Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengedepankan Asas Transparansi,

Akuntabilitas, Partisipatif dan disiplin anggaran
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